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IMPLEMENTASI E-P %EMEN T

ATAU PENGADAAN SEQ, EKTRO DI LINGKUNGAN
PEME KOTAGUKABUMI

@KOTBUML
Menimbang a@éj\éﬁar pengadaan barang/jasa di lingkungan

b
pe tah Kota Sukabumi dapat berlangsung
ecara akuntabel, efektif, efisien, dan transparan,
%aka perlu dilaksanakan dan diatur implementasi
@ stétem  e-procurement atau pengadaan secara
elektronik  di  lingkungan Pemerintah  Kota
@ Sukabumi;

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam
pelaksanaan sistem e-procurement sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Walikota Sukabumi tentang Implementasi Sistem E-
Procurement atau pengadaan secara elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;



Mengingat

.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14
Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor n 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang N%6 dan 17 Tahun
1950 (Lembaran Negara Repulby esia Tahun 1954

Nomor 40, Tambahan Le ~a Repubhk
Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang N Ta 003 tentang
Keuangan Negara bara egara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nom mbahan Lembaran
Negara Republi y es1a 4286);

3. Undang- na Nom@ Tahun 2004 tentang

Perbenda ega embaran Negara Republik

S n 20 mor 5, Tambahan Lembaran

%,’- lik I ? ¢sia Nomor 4355);

‘,@ omor 32 Tahun 2004 tentang

Daerah (Lembaran Negara Republik
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
epublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
apa kali diubah terakhir dengan Undang-

é U g Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

&

K¢ Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

ng Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
@Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan ......



Memperhatikan

Menetapkan

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Suka omor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Peme Q a Sukabumi
(Lembaran Daerah Kota “Qukdbum hun 2008
Nomor 2); @ o

Peraturan Daerah @ukabumi omor 6 Tahun
2008 tentang Pembe an d usunan Organisasi
Perangkat Dae ota Suk (Lembaran Daerah
Kota Sukabu@n 20 or 6);

O

%(uabumi Nomor 15 Tahun 2008
k@ gas Pokok, Fungsi, dan Tata
evp aan Pembangunan Daerah Kota

alikota Sukabumi Nomor 56 Tahun 2008
tent mbentukan UPT Pengadaan Barang/Jasa
pada an Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
abumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008

or 56);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI
SISTEM  E-PROCUREMENT ATAU PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI.
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BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang d dengan :
1. Daerah adalah Kota Sukab Q @

<

2. Pemerintahan Daeralf @adafdtr” penyelepggaraan urusan
pemerintahan oleh intah ~daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tu mbantuan dengan
prinsip otonomj as-1 dalam sistem dan
prinsip  Nega es Republik  Indonesia
sebagaiman sud m Undang-Undang Dasar

@% ndo&sia ahun 1945.

era @« alah Walikota dan perangkat
dostr penyelenggara Pemerintahan

@‘;d%ang/ jasa adalah kegiatan untuk

p@.‘ barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat

@aera g prosesnya dimulai dari perencanaan
gi k

ebytuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan
u memperoleh barang/jasa.

5 @ocurement atau pengadaan secara elektronik adalah

@pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan
menggunakan teknologi informasi dan transaksi
elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya
disingkat LPSE adalah wunit kerja di lingkungan
Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk
menyelenggarakan  sistem  pelayanan pengadaan
barang/jasa secara elektronik.



7. Lembaga .....

7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga
pemerintah yang bertugas mengembangkan dan
merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa.

8. Pejabat Pembuat Komitmen pejabat yang
bertanggung jawab atas jpelaksandap- pengadaan
barang/jasa. @

a

9. Pengguna Anggara p@@y pemegang
kewenangan pengg anggarart Satuan Kerja
Perangkat Daerah ata Jabat disamakan pada

2>

institusi lain pen@APBN/ .
10. Kuasa Pengging~VAn % adalah pejabat yang
g AN

ntuk menggunakan APBN
@ Kepala Daerah  untuk

@ejaba@wgadaan adalah personel yang memiliki

sertifikat—"keahlian pengadaan barang/jasa yang
sanakan pengadaan barang/jasa.

@ 1?@:edia barang/jasa adalah badan usaha atau orang

perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian
badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan
usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar
dalam sistem e-Procurement pada pusat-pusat layanan.

14. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan
sistem e-Procurement.



15. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai
identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk
beroperasi di dalam sistem e-Procurement.
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16. Password adalah kumpulan karakter atau string yang
digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi User
ID kepada sistem e-Procurement.

BA@@ S

RE]\@%?

Tujuan dilaksa {Q a B ement di lingkungan

Pemerintah Daxra hY untuk meningkatkan
s, trans nsi, persaingan sehat, dan

akuntahils dala pelaksanaan Pengadaan
Barang 1ling Pemerintah Daerah.

®@ @E}@ BAB III

@%KSANAAN E-PROCUREMENT

§ ;@ @ Pasal 3
%Pmcurement di lingkungan Pemerintah Daerah
dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh LPSE.

@(2) Organisasi LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

E
c
>

gé i Ié
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Pasal 4

Pelaksanaan E-Procurement di lingkungan Pemerintah
Daerah terhitung mulai Tahun Anggaran 2011 untuk



seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang
melalui proses pelelangan/seleksi
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Pasal 5

Para pihak yang terlibat dalam sistev‘%curement, terdiri
dari : @

Pengguna Anggaran/Kuasa u A ng%;an;

Pejabat Pembuat Komit w

a.
b.
c. Panitia Pengadaan/Pejapat Peigadaan;
d. UPT Pengadaan Bara asa Bappeda Kota
Sukabumi; @
e. Penyedia Barang/{asa,san %
f. LPSE. @
O

X @

@ ET ROCUREMENT
%@ @ Pasal 6
( ua

@. ihgR” yang terkait dengan pelaksanaan e-
OCUKENE ajib :

@ a %aati etika dan ketentuan peraturan perundang-

dangan di bidang pengadaan barang/jasa

@ pemerintah;
menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan
kode akses yang terdiri dari User ID dan password;
c. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan
data dan informasi elektronik yang tidak
diperuntukkan bagi umum.

(2) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan E-
Procurement dilarang :



a. mengganggu dan/atau merusak sistem e-Procurement;
b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau
berbuat curang dalam sistem e-Procurement.

_8-

BABV

urement mengikuti
e-Procurement yang
ebijakan Pengadaan

ketentuan alur ja
dikembangkan L
Barang/Jasa @ Mtah
0%
(1) Se ta nformasi yang disimpan LPSE

i an di site LPSE dan LPSE Pusat.
%ﬂuh i @asi sebagaimana dimaksud di atas, akan
ihubyxigka ke pusat informasi pengadaan barang/jasa

§ ; nasion hg disupervisi oleh LKPP.

&y S0

LPSE wajib melaporkan kepada Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pembuat

Komitmen  apabila  ditemukan  penyimpangan-
penyimpangan atas pelaksanaan E-Procurement dengan
tembusan kepada Inspektur Kota Sukabumi.

(2) Tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur sebagai berikut :



a. Pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia
barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalam
sistem e-Procurement dan bisa diakses oleh pihak
yang terkait;
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b. LPSE meneruskan laporan{ \pengaduan dari
masyarakat dan atau penyedia Pakang/jasa kepada
LPSE Pusat dan Tim Peng NPSK t

I@ ait.

@asal@
(1) Untuk e im:entasi pelaksanaan -

Procure asing—r@ng pimpinan unit kerja/SKPD

dan/at engg Anggaran/Kuasa Pengguna

goran, ~ dapa L@embuat tahapan pelaksanaan

2 paketyang akan menggunakan e-Procurement

dengdy menevtKan batasan nilai paket, sehingga

lutnh a @ebagian pengadaan paket di unit

ja/S ota Sukabumi tersebut menggunakan e-
rocur e

&22) U@ pelaksanaan  pembuatan tahapan-tahapan

@ @p imana dimaksud pada ayat (2) masing-masing

inan unit kerja/ SKPD harus melakukan koordinasi

@dengan LPSE.

KETENTUAN PENUTUP

BAB VII

Pasal 11



Pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, Keputusan
Walikota Sukabumi Nomor 115 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota
Sukabumi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 12 %

Peraturan Walikota ini mu%@aku tanggal 1

Januari 2011. o
Agar setiap ora@ngetahui, memerintahkan
pengundangan Pe ota ini dengan

penempatannya @ Berl’ca$<
an di Sukabumi

a tanggal 25 Oktober 2010

ALIKOTA SUKABUMI,

(7

©)
@ % cap. ttd.
@ &’

Diundan é%kab

Pada ta Okt

% MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

SEKRETARIS DA @
KOTA SUKABUMY

cap.ttd

MOHAMAD MURAZ

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 18



